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ABSTRACT
Economic crimes have special characteristic becadspend on
economic system and development storey, level@etgoits scope is
very wide of covering crimes in banking area, moméanging,
computer crimes, corporation crimes, and others.
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PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomieconomic crimesyecara umum dirumuskan sebagai
kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motiifmekonomi (crime
undertaken for economic motive®ejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit
maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatamaki dapat dilihat secara
sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatlanddndang-undang No. 7
/Drt./ 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, daadRam Tindak Pidana Ekonomi.
Di samping itu kejahatan ekonomi juga dapat dil#etara luas yaitu semua tindak
pidana di luar Undang-undang TPE (UU No. 7 drt. 5)9%ang bercorak atau
bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaegatif terhadap kegiatan
perekonomian dan keuangan negara yang sehat (Rawdawi Arief, 1992 :152).

Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negarg sehat dapat
meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkaitara lain dalam bidang usaha
perdagangan, industri, dan perbankan. Pengertianrdang lingkup kejahatan
ekonomi dalam arti luas inilah yang dalam istilaing biasa disebut dengan istilah
economic crimes , crime as business, business caibuse of economic power atau
economic abusg8arda Nawawi Arief, 1992 :148).

KEJAHATAN EKONOMI| SEBAGAI WHITE COLLAR CRIME.

Dibandingkan dengan kejahatan tradisional yang , ldthususnya
kejahatan terhadap harta benda, kejahatan ekonoempmmyai karakteristik
khusus. Kejahatan ekonomi lebih banyak tergantuadapsistem ekonomi dan
tingkat pembangunan suatu masyarakat. Dengan demsistem ekonomi kapitalis
atau sistem ekonomi sosialis ataupun sistem galbumgasing-masing akan
memiliki pengaturan tersendiri tentang apa yancamizkan kejahatan ekonomi.
Berkaitan dengan tindak pidana ekonomi ini Muladingemukakan bahwa yang
paling mendasar adalah pemahaman bahwiak pidana di bidang perekonomian
merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaksuditu bangsa, sedangkan
hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tiddleggas dari sistem ekonomi
yang dianut oleh bangsa tersel§i®92 :13).
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Kejahatan ekonomi mencakup pula kejahatan korpoyagu setiap
perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang diamndangan sanksi baik sanksi
hukum administrasi, hukum perdata maupun hukumngid&ejahatan korporasi
tersebut dapat berup&rime for corporations” atau “ corporate criminal”.
Sedangkan‘crimes against corporations” lebih bersifat kejahatan okupasional
(occupational crime)untuk kepentingan pribadi, misalnya penggelapangua
perusahaan.

Dalam kejahatan ekonomi seringkali terdapat batayyysempit antara
legalitas illegalitas dan kriminalitas(mala prohibita) dan bukan‘mala in se”.
Pelaku sering merasakan dirinya bukan sungguh-simgdnat tetapi lebih karena
kesialan(unfortunate mistakejdtau secara teknis tidak berbuat apa yang dihanusk
(technical ommision)Perumusan tindak pidana cenderung akan diangdsgumaie
campur tangan pemerintah yang terlalu luas bagiadbisnis sehingga dianggap
sebagabver criminalization.

Istilah White Collar Crime(WCC)sering diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesiassebagai “kejahatan kerah putih” atau “kejahataddmg?. IstilahWCCini
pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminologefika Serikat yantpernama
Edwin Hardin Sutherlan@1883-1950) di awal dekade 1940-an yang dikemukakan
dalam suatu pidato tanggal 27 Desember 1939 pagaAmerican Sociological
Societydi Philadelphia. Kemudian Sutherland menerbitkakubyang berjudul
White Collar Crimepada Tahun 1949

SutherlandmerumuskanWCC sebagai kejahatan yang dilakukan oleh
orang-orang yang memiliki kedudukan sosjalng tinggi dan terhormat dalam
pekerjaannydcrime committed by persons of respectabdgityg high social status
in the course of their occupatipristilah WCC memiliki pesan moral dan politik
yang nampak dari dua elemen yadtatus pelakystatus of the offendedan kedua,
kejahatan tersebut berkaita@lengan karakter pekerjaan atau jabatan tert@éhtu
occupation of character of the offepcBua elemen inilah yang membedakannya
dari Blue Collar Crime Dalam bukunya yang berjudulVhite Collar Crime
Sutherland menjelaskatahwa istilah WCC ini terutama digunakan untuk
menunjuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan olata p@&ngusaha dan pejabat-
pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum.

Ada beberapa pengelompokAfCC di antaranya adalah sebagai berikut :
pertama,WCC yang bersifat individual, berskala kecil dan modgerandi yang
sederhana. Sebagai contoh di Indonesia adalah dedaos BLBI, di manalana
yang seharusnya diperuntukan bagi bank miliknyayysadang kesulitan likuiditas
justru untuk kepentingan pribadi. KedWdCC yang bersifat individual, berskala
besar dengan modus operandi yang kompMKSC seperti ini biasanya memakai
pola yang sistematis dengan perencanaan dan pedaksa/ang bisa memakan
waktu yang cukup lama. Ini bisa dalam bentuk beab&glusi dengan ahli-ahli
tertentu atau dengan orang dalaperusahaan tertentu. Ketig&dCC yang
melibatkan korporasi.

PelakuWwCC adakalanya bukan individu tetapi sebuah korpmekingga
kita mengenal istilah kejahatan korporésorporate crimg¢ Dalam hal ini yang
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diangap sebagai pelaku adalah korporasi, sehinggeuhteori-teori hukum yang
memberikan justifikasi terhadap pemidanaan suattpdtasi. Sebagai contoh
adalah perusahdford Motor Companyang pernah diproses pidana di pengadilan
negara bagian Indiana Amerika Serikat karena dmggelakukan tindak pidana
pembunuhan, karena sangat terlambat memperbaikidkes dalam tangki bensin
dari produk mobilnya yang bernar®dNTO, sehingga banyak mohiheledak dan
mematikan penumpangnya. Perusahaan enggan menkpextaai menarik mobil
tersebut darperedaran karena akan amestyang harus dikeluarkan sehingga akan
mengurangi keuntungan yang diperoleh dari hasjuadan mobilnya itu.

Konsekuensinya perusahaan tersebut didakwa teklhkokan tindak
pidana pembunuhamdrporate crimg meskipun hal tersebut pada akhirnya tidak
terbukti di pengadilan. KeempafyCC di sektor publik, suatWCC juga dapat
terjadi di sektor publik yaitu yang melibatkan pifgihak pemegang kekuasan
publik atau pejabat pemerintah, sehingga dikenal istil@jahatan jabatan
(occupational crimg Sebagai contoh adalah berbagai bentuk korupsi da
penyuapan sehingga terjadi penyalahgunaan kewemaudpik.

Salah satu modélVCC di sektor publik adalah kolusi atau konspirasi
antara penguasa dan pengusaha yang bisa meliptiagaé bidang seperti
administratif, litigasi, perbankan, dan sebagaiBara pelaku perbuataCC ini
sering disebut dengan istilah-istilah sep#&tiite Collar Criminal, Criminaloids,
Criminals of the Upper World, Educated Criminals.

Menurut Edward Rossyang dimaksudkan dengasriminaloids adalah
mereka yang melakukan praktik-praktik kriminal dala menjalankan
tugas/pekerjaannya, tetapi kejahatannya belumatisdeh publik. Yang menjadi
kunci dari criminaloids bukanlah kehendak jahat dari pelaku melainkan Imora
mereka yang tidak sensitif. Pasaminaloidsini bukanlah seperti penjahat jalanan,
mereka ini adalah orang-orang yang memiliki jabatiaggi dan terhormat di
masyarakat. Mereka ini biasanya menggunakandar ganda, di satu sisi tampak
sebagai orang yang selalu berbuat baik tetapii d&is menggunakan cara-cara
yang tidak etis dalam menjalankan pekerjaan atai@ginya.

Kejahatan Perbankan.

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentakdepWCC. Salah
satu perumusan kejahatan perbankan menyebutkahakaaperbankagtbanking
crime) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawanrhpidana dilakukan
baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengajg,ada hubungannya dengan
lembaga, perangkat dan produk perbankan sehinggammelkan kerugian materiil
dan atau imateriil bagi perbankan itu sendiri mawpagi nasabah atau pihak ketiga
lainnya (Munir Fuady, 2004: 74).

Perumusan ini sangat luas sehingga kejahatan penvatalam konteks
ini meliputi lalu-lintas giral; perizinan; rahaslkaank; kejahatan oleh komisaris,
direksi, atau pegawai bank; perkreditan; penipupanggelapan; pemalsuan.
Demikian juga modus operandi yang digunakan bid@gpuaotepemalsuan dokumen
jaminan, barang jaminan untuk memperoleh kreditumidkan beberapa Kali,
mendapat beberapa kredit untuk proyek yang samadapat kredit dengan
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jaminan fiktif, pemberian kredit atas proyek fiktfenyimpangan dari perjanjian
membuka kredit dan sebagainya.

Penggolongan lain menyatakan bahwa modus opepandankan dapat
dikelompokan sebagai tindak pidana yaitu sebagakute:tindak pidana umum,
misalnya pemalsuan kartu kredit, giro bilyet dan sebagaingmgdak pidana
perbankan, misalnyaraktik bank gelap; tindak pidana korupsi, misalikgsus
kredit likuiditas Bank Indonesia, manipulasi datdauk mendapatkan kredit dalam
jumlah besar dan sebagainya.

Ada pula yang membagi kejahatan perbankan dalasgéetkejahatan
fisik, kejahatan perbankan kategori ini sebenarnyerupakan kejahatan
konvensional akan tetapi berhubungan dengan pesbarilerhadap kejahatan ini
berlaku sepenuhnya KUHP misalnya perampokan baskippan dan lain-lain.
Kategori kedua, pelanggaraaministrasi perbankarsebagai lembaga pelayanan
publik, maka banyak ketentuan administratif yangubalipenuhi oleh perbankan,
bahkan sebagian di antaranya pelanggaran keterdanistratif ini dianggap
sebagai tindak pidana.Hal ini diatur di dalam Urgddimdang Perbankan yang
berlaku. Sebagai contoh adalah bank gelap, tidaknenahi batas maksimum
pemberian kredit dan sebagainya.

Kategori ketiga kejahatan produk bank, produk baakgat beragam,
karena itu kejahatan yang berhubungan dengan proalok juga beraneka ragam,
demikian juga ketentuan hukumnya juga beranekanmagaitu KUHP, UU
Perbankan, dan Undang-undang Khusus lainnya. Setagimh adalah pemberian
kredit secara tidak benar misalnya tanpa agunam agmnan fiktif, pemalsuan
warkat bank, pemalsuan kartu kredit, transfer ueggada yang tidak berhak dan
sebagainya.

Kategori keempat yaitu kejahatan profesional pddaaryaitu kejahatan
perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran pesfleagai bankir. Sebagian
pelanggaran ini diatur di dalam Undang-undang yhedaku, sebagian lainnya
hanya merupakan pelanggaran moral yang diatur daéfamde Etik Bankir
Indonesia. Sebagai contoh adalah membuka rahaska tidak melakukan prinsip
know your customesehingga meloloskamoneylaundering. Kategori kelima,
Kejahatan Likuiditas Bank Sentral.Bank Sentral amlhal ini Bank Indonesia
merupakan tempat meminjam teraktie( lender of the last resdrtArtinya jika
bank-bank mengalami kesulitan likuiditas sepertiakakliring atau terjadirush
nasabah, maka bank yang bersangkutan bisa memunaign sementara kepada
Bank Indonesia.

Hal ini pernah terjadi di tahun 1998 — 1999 di md@wank Indonesia
mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yaiignal dengan BLBI
kepada sejumlah bank yang sakit, dengan harapaat dapat kembali. Namun
ternyata banyak terjadi penyalahgunaan dana BLBlebut. Kategori keenam
adalahpelanggaran moralita$elain kejahatan perbankan tersebut ada juga yang
sifatnya masih dalam ruang lingkup etika perbankamggolongan lain
menyatakan bahwa modus operandi perbankan dagddigokkan sebagai tindak
pidana yaitu tindak pidana umum, misalnya pemalsaatu kredit, giro bilyet dan

Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi (Supriyanta) 45



sebagainya; tindak pidana perbankan, misalnya igrakink gelap; tindak pidana
korupsi, misalnya kasus kredit likuiditas Bank Indsia, manipulasi data untuk
mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainy

MONEY LAUNDERING

Money launderingdapat diistilahkan dengan pencucian uang atau
pemutihan uang. Kataoneydalammoney launderingliistiiahkan secara beragam.
Ada yang menyebutnya dengdimty money, hot money, illegal money atau illicit
money Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragaitu, uang kotor,
uang haram, uang panas atau uang geligtilah money launderingendiri sudah
merupakan istilah yang lazim dipergunakan secaeanasional.

Belum ada definisi yang komprehensif dan universaitang money
laundering,karena berbagai pihak seperti institusi investigesiangan pengusaha,
negara-negara dan organisasi lainnya memiliki asfdaefinisi sendiri. Secara
singkat money launderingadalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu
perolehan dana secara tidak sah supaya terlihatoligh dari dana yang sah. Tidak
mudah untuk membuktikan adang#oney launderingkarena kegiatannya sangat
kompleks sekali.

Para ahli menggolongkan prosesney launderingke dalam tiga tahap
yaitu pertama, tahgplacementyaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu
aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokang kotor tersebut ke dalam
sistem keuangan, menggabungkan uang tunai yangdabeitegal dan uang yang
diperoleh secara legal. Bisa juga dalam bentuk kamgersi dan mentransfer ke
dalam valuta asing.

Kedua, tahajayeringdengan cara pelapis@layering). Tujuannya adalah
untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinytaa asal-usul dari uang tersebut.
Misalnya melakukan transfer dana dari beberapanmegeke lokasi lainnya atau
dari suatu negara ke negara lain, memecah-mecdhhjutananya di bank dengan
maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer ddlanmtuk valuta asing,
membeli saham dan sebagainya.

Tahap selanjutnya adalah Integrasi, tahap ini nakap tahap
menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah luidiahap-tahapplacement
atau layering di atas yang untuk selanjutnya uang tersebut digam untuk
berbagai kegiatan yang legal. Dengan cara ini nmakapak bahwa kegiatan yang
dilakukan kemudian seolah tidak berkaitan dengagiakan-kegiatan illegal
sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uatay ka telah tercuci.

Rumusan tindak pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Pencucian Uang (UUPU) No. 15 Th. 200QU No. 25
Th. 2003 merumuskan tindak pidana pencucian uarigmdaPasal 3 yang
menyatakan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang :
a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atsut pdiduganya
merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia kasiangan, baik atas
nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
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b. Mentransfer Harta Kekayaan yang patut diketahuiatgas patut diduganya
merupakan hasil dari tindak pidana dari suatu pdiaygasa keuangan ke
penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nandirismaupun atas hama
pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan giketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, lmkbuatan itu atas
namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaandikeghuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, btdls namanya sendiri
maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atadutpaliduganya
merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanydirsenaupun atas hama
pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketghuatau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kakayang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidkrgan mata uang atau
surat berharga lainnya, dengan maksud menyembungites menyamarkan
asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya ataut pidduganya merupakan
hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidpeacucian uang dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ddmgdama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000i@@ milyar rupiah) dan
paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belasamitupiah).

Unsur pertama dari tindak pidana ini adadatiap orangMenurut Pasal 1
angka 2 UUPU yang dimaksud dengan setiap oran@ladedng perorangan atau
korporasi. Korporasimenurut Pasal 1 angka 3 UUPU addtaimpulan orangian/
atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakanabadukum maupubukan
badan hukum

Sedangkan yang dimaksud dengan Harta Kekayaan otdPasal 1 angka
4 adalahsemua benda bergerak atau benda tidak bergeral yeig berwujud
maupun yang tidak berwujuéKarena dalam perumusan ditentukan bahwa tindak
pidana pencucian uang hanya dilakukan dalam halyamghkut Harta Kekayaan
yang diketahui atau diduga diketahui oleh pelakuumpgkan hasil tindak pidana,
maka juga harus diketahui mengenai batasarhdaii tindak pidana

Pasal 2 UUPU merumuskan hasil tindak pidana addtata Kekayaan
yang diperoleh dari tindak pidankorupsi; penyuapan; penyelundupan barang;-
penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigminpidang perbankan; di
bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotilgasikotropika;-perdagangan
manusiaperdagangan senjata gelap; penculikan; terorismencurian;
penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudiamostitusi;di bidang
perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkandidup; di bidang kelautan;
atau-tindak pidana lainnya yang diancam dengan pi&aenjara 4 (empat) tahun
atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Rl atau di luadayiah Negara RI
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dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindaklapa menurut hukum
Indonesia.

Berdasarkan pada perumudshwa tindak pidana yang dilakukan di luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidaeesebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesiaka Undang-undang Pencucian Uang
dalam menentukan hasil tindak pidana menganut lagamalitas gandgdouble
criminality).

Persoalan yang muncul sehubungan dengan bunyi Pagat (1) tersebut
adalah apakah tindak pidana agak(icate crimgyang ditentukan dalam Pasal 2
ayat (1) itu harus sudah terbukti sebelumnya barétas putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Jawabannythadadak, hal ini
diketahui dari penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPl$yaaenyatakan sebagai berikut :
"Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan tivadak pidana tidak perlu
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnyajtuk dapat dimulainya
pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.”

UUPU juga menganut asas pembuktian terbalik sefgtantum dalam
Pasal 35 yang menyatakan bahwa untuk kepentinganepisaan di sidang
pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Hakekayaannya bukan
merupakan hasil tindalpidana Penjelasan Pasal tersebut menyataRagal ini
berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatatulu membuktikan Harta
Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Keeten ini dikenal sebagai asas
pembuktian terbalik.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal pgaartindak pidana
pencucian uang, menurut Remy Syahdeini ada dugdmg harus dicermati yaitu
pertama, tindak pidana yang menghasilkan Harta Y& yang dicuci itu tidak
perlu harus telah terbukti berdasarkan putusamhaldana yang telah berkekuatan
hukum tetap, baik putusan hakim pidana di dalamenegtau di luar negeri.
Alasannya adalah karena penjelasan Pasal 3 ayaefigntukan demikian dan juga
karena berlakunya asas pembuktian terbalik berksdetentuan Pasal 35 No. 15
Th.2002.

Kedua, penuntut umum harus dapat membuktikan batesdakwa
“mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekaygang dicuci itu
merupakan hasil tindak pidana yang berasal darabatatu predicate crime yang
ditentukan dalam Pasal 2, baik yang dilakukan dlayah NegaraRepublik
Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indsia” dan harus dapat
membuktikan pula bahwa perbuatan atau perbuatdugem yang dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh terdakdenyan maksud menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yangtalike atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana.”

Ancaman pidana bagi setiap orang yang mencoba, ammbbermufakat jahat
untuk melakukan tindak pidana pencucian uang adslata dengan pelaku. Hal ini
diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Pasal 3 ayat (2yatakan :
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Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantai@u permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipgdaengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kriminalisasi lain adalah bagi Penyedia Jasa kemangang menerima
penempatan atau yang melaksanakan transfer terhdaidp Kekayaan tersebut
dipidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) apabila :

a. Penyedian Jasa Keuangan tersebut mengetahpaitdaunenduga bahwa Harta
Kekayaan yang ditempatkan atau ditransfer itu nedeap hasil tindak pidana
(sesuai Pasal 6 ayat 1) dan,

b. Penyedia Jasa Keuangan tersebut tidak melalsankedwajiban Pelaporan
Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pas@esuai Pasal 6
ayat 2).

COMPUTER CRIMES

Ada berbagai definisi mengenai komputer, di antgaayang dianggap
mewakili ciri-ciri komputer adalah serangkaian ataumpulan mesin elektronik
yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukatareatau rangkaian pekerjaan
secara otomatis melalui instruksi/program yang rikbe kepadanya. Definisi lain
menyebutkan: suatu rangkaian peralatan dan fasiljang bekerja secara
elektronis, bekerja di bawah kontrol sua@perating systemmelaksanakan
pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instryksig disebut program, serta
mempunyaiinternal storageyang digunakan untuk menyimpan sistem-sistem
operasi, program dan data yang diolah.

Kedua definisi di atas memberikan gambaran bahwanpkter itu
memiliki beberapa ciri bahwa komputer itu merupaksumatu sistem, yaitu
serangkaian atau kelompok peralatan yang bekenjsaipa secara elektronis;
komputer itu mempunyai suatu alat penyimpan data glagram yang disebut
denganinternal storageatau memori komputer; komputer itu bekerja di Hawa
kontrol sistem operagjoperating systemypan melaksanakan tugas berdasarkan
instruksi-instruksi yang disebut program (Andi Hatnz1989).

Dikenal juga istilah®sistem komputéryaitu suatu set alat yang saling
berhubungan, yang meliputi komputer dan perlengkdpianya, termasuk (namun
tidak terbatas pada) alatput-outputdata dan penyimpananya, jalur komunikasi
data, program dan data komputer, yang membuat nsistersebut dapat
menyelenggarakan tujuan khusus dalam pemrosesarydag mana hal itu telah
ditentukan.

Pengertian komputer dan sistem komputer yang mehyafungsi sarana
dan cara kerja yang luas dan kompleks sepertibtetsdi atas menyebabkan
sulitnya para ahli untuk mendefinisikan secara ttgpa yang dimaksud sebagai
penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputbein@gm munculah berbagai
definisi penyalahgunaan komputer yang apabila didethakan bisa dirumuskan
secara luas dan secara sempit.

Definisi secara luas dari penyalahgunaan kompugmyatakan sebagai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menamputer sebagai
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sarana/alat atau komputer sebagai obyek, baik umakiperoleh keuntungan
ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Sedamglengertian secara sempit
menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yangkukdn dengan
menggunakan komputer yang canggih.

Secara umum kejahatan komputer mempunyai ciri-ainerupakan
kejahatan dengan atau berkaitan dengan komputer/ daau sistem komputer;
merupakan kejahatan dengan modus operandi dengamegnperdaya komputer;
Perbuatan itu dilakukan secara illegal, tanpa ltak adak etis; Perbuatan tersebut
membuat komputer tidak dapat berfungsi secara beparbuatan tersebut
mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil.

Beragamnya pengertian penyalahgunaan komputer btgrsmembuat
sukar untuk membuat kategori atau klasifikasi, mgareg dapat dimasukan sebagai
kejahatan komputer dan mana yang merupakan kejahbtasa meskipun
menyangkut masalah komputer.

Namun beberapa ahli mencoba membuat kategorisgdidtan komputer
di antaranya adalah Jongerius (Wisnubroto, 1999) 23¥&ng membagi
penyalahgunaan komputer dalam kategori sebagaiuberimanipulasi komputer;
Spionase komputer (menyangkut data rahasia); Ssbhd&t@mputer (merusak atau
menghancurkan peralatalan atau sistem jaringan komputddnauthorized Use
(pemakaian secara tidak sah) komputénauthorized Acces@memasuki secara
tidak sah) sistem komputer. Pengelompokan lain eikgn adanya empat
kategori kejahatakkomputer yaitu : Pemasukan data yang tidak b&eadalam
komputer; Pemakaian fasilitas-fasilitas yang bedmglan dengan komputer;
Merubah atau merusak informasi atau arsip; Pencilaakah secara elektronis
atau dengan cara-cara lain uaognda, fasilitas-fasilitas dan data yang berharga.

Pengelompokkan lain menyatakan adanya empat katdggahatan
komputer yaitu :

1. Pemasukan data yang tidak befrau@delen} ke dalam komputer.

2. Pemakaian fasilitas-fasilitas yang berhubungargdn komputer.

3. Merubah atau merusak informasi atau arsip.

4. Pencurian apakah secara elektronis atau dergaacara lain uang, benda,
fasilitas-fasilitas dan data yang berharga.

Ada juga Klasifikasi kejahatan komputer kedalam a&nkategori seperti
berikut :

1. Sabotase dan vandalisme terhadap sistem kompugendiri.

2. Penggunaan atas fasilitas-fasilitas komputgraarewenang sebagai pencurian.
3. Kejahatan terhadap barang (pencurian melaliggneman komputer).

4. Kejahatan terhadap data (pencurian informasi).

Selanjutnya apabila dilihat dari sudut peranan kaenp Donn Parker

(Wisnubroto, 1999: 25-27) mengklasifikasi kejahdtamputer yaitu :

1. Komputer sebagai obyek.
Dalam hal ini termasuk kasus-kasus perusakan teph&dmputer, data atau
program yang terdapat di dalamnya atau perusakdradep sarana-sarana
komputer seperti AC dan peralatan listrik yang nmggwg operasi komputer.

S0 Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007 : 42 — 52



2. Komputer sebagai subyek.
Komputer dapat merupakan atau menimbulkan tempat Etigkungan untuk
melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan pgamalsuan yang tidak
tradisional akan tetapi yang menyangkut harta-hibetada dalam bentuk baru
yaitu berbentuk pulsa-pulsa elektronis dan gurgtamatan magnetis.

3. Komputer sebagai alat.
Dalam beberapa tipe dan cara-cara kejahatan dipgkgn komputer, sehingga
peristiwa kejahatannya adalah sangat kompleks dsahsdiketahui. Salah satu
contoh di sini adalah mengenai seseorang yang mwilgavarkat-warkat
penyetoran dari suatu bank dan mencetak nomor-nasi@ningnya sendiri
dengan tinta magnetis pada warkat-warkat tersefaumy kemudian diletakkan
kembali pada tempatnya di bank, dari mana kemugléaia nasabah mengambil
dan mengisinya sebagai bukti penyetoran. Pada vikaktyputer memproses data
pada warkat-warkat tersebut, komputer mengkredikening dari oknum itu
yang kemudian menarik uangnya dengan cek dari imedgeya sebelum para
nasabah yang menyetor tadi kemudian mengajukaagumyd.

4. Komputer sebagai simbol.
Komputer dapat dipergunakan sebagai simbol untulakukan penipuan atau
ancaman. Hal ini termasuk suatu penipuan melalanikari suatu “Biro Jodoh”
yang menyatakan bahwa biro jodoh tersebut memal@anpliter untuk
membantu si korban mencari jodoh, akan tetapi sgenlgiro jodoh tersebut sama
sekali tidak memakai komputer untuk keperluan tarse

Mengingat sangat kompleksnya persoalan komputer nrdka dalam
rangka melakukan legislasi dikenal berbagai pertdeka Pertama adalah
pendekatan globalglobal approach yaitu dalam bentuk pengaturan baru yang
bersifat umum terhadap kejahatan komputer yang akeipc berbagai bentuk
perbuatan berupa manipulasi, pengrusakan, pencdaanpenggunaan komputer
secara melawan hukum dan tanpa kewenangan.

Pendekatan lain yang disebut pendekatan evolusi¢eeolutionery
approach), dalam hal ini berupa usaha untuk mengadakan gleanban atau
amandemen terhadap perumusan kejahatan-kejahatadisidnal, dengan
menambah obyek dan cara-cara dilakukannya kejah&@mputer dalam
perumusannya baik dalam bentuk modifikasi maupyvesientasi. Pendekatan
ketiga yang merupakan gabungan dari pendekatanalgldan pendekatan
evolusioner adalah dengan cara mencantumkan kejhatmputer di dalam
kodifikasi hukum pidana.

PENUTUP

White collar crimesebagai suatu istilah yang menggambarkan kejahatan
yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dalamegaknya, di sisi lain telah
mematahkan anggapan masyarakat yang tekeheotipe bahwa sebab-sebab
kejahatan adalah faktor-faktor patologis yang fetrsiindividual seperti
kemiskinan, kebodohan dan sebagainya. Tegasnyayapg disebut sebagai
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kejahatan ternyata tidak hanya dilakukan oleh lgdarbawah, tetapi juga banyak
dilakukan oleh lapisan masyarakat tingkat atas alefgragam modus operandi.

Ruang lingkup kejahatan ekonomi meliputi bidang gyasangat luas.
Seperti kejahatan di bidang perbankamney launderingkejahatan komputer,
kejahatan korporasi, dan lain-lain. Dalam kejaha&onomi seringkali terdapat
batas yang sempit antara legalitas, illegalitasidaminalitas(mala prohibita)dan
bukan“mala in se”. Memiliki karakteristik khusus karena tergantungl@aistem
ekonomi dan tingkat pembangunan suatu masyarakaiga®uran hukum pidana
dalam kejahatan ekonomi harus memperhatikan berbeg@entingan, jangan
sampai menjaddver criminalizationyang justru kontra produktif.

Hukum pidana sebaiknya tetap dalam posisimum remediumJika
sarana di luar hukum pidana tidak memadai ataugdem tidak memadai lagi
barulah digunakan hukum pidana. Jadi urutan dalenime policy adalah
pendekatan moral, administrasi, pendekatan melalitkum perdata, barulah
melalui hukum pidana sebagai sarana terakhir.
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